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Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai langkah
reformasi  perpajakan  yang  bertujuan  untuk

Keywords: kepercayaan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan
kepada pemerintah, persepsi memperbaiki persepsi wajib pajak terhadap keadilan
UU HPP, persepsi keadilan, fiskal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat
tax compliance bergantung pada bagaimana masyarakat memersepsi

penerapannya serta sejauh mana mereka menaruh
kepercayaan pada pemerintah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran kepercayaan
terhadap pemerintah sebagai variabel mediasi dalam
hubungan antara persepsi atas penerapan UU HPP
dan persepsi keadilan dengan kepatuhan pajak.
Populasi dan sampel untuk penelitian ini adalah
Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga. Sampel
penelitian dihitung menggunakan rumus lemeshow
dengan margin of error 10%, maka ukuran sampel
minimal adalah 99,38 sehingga dibulatkan menjadi
100 responden. Teknik analisis penelitian ini
menggunakan alat Smart Partial Least Square (PLS)
3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi
penerapan UU HPP dan persepsi keadilan
berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada
pemerintah, persepsi penerapan UU HPP dan
persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap tax
comliance dan  kepercayaan ini  selanjutnya
berpengaruh positif terhadap tax compliance. Selain
itu, kepercayaan kepada pemerintah  terbukti
memediasi secara signifikan hubungan antara
persepsi penerapan UU HPP serta persepsi keadilan

terhadap tax comliance. Temuan ini
menggarisbawahi pentingnya membangun
kepercayaan publik untuk meningkatkan efektivitas
kebijakan perpajakan.
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PENDAHULUAN

Permasalahan tentang rendahnya tax ratio Indonesia masih menjadi pekerjaan besar
otoritas pajak. Tax ratio yang berkisar 8% sampai 10% masih jauh dari tax ratio wajar yaitu
sebesar 15% untuk dapat menjamin pembangunan (Gideon, 2023). Agar tax ratio meningkat
maka otoritas fiskal harus bisa meningkatkan pendapatan pajak yaitu dengan cara meningkatkan
kepatuhan pajak (fax compliance). Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan
tax compliance. Pada saat pandemi pemerintah meluncurkan program insentif pajak yang
digadang-gadang dapat meningkatkan tax compliance, penelitian sebelumnya membuktikan
bahwa insentif pajak berkorelasi positif dengan tax compliance (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).
Setelah program insentif pajak, pemerintah kembali berupaya meningkatkan tax compliance
dengan menerbitkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-
undang tersebut merupakan bentuk reformasi perpajakan yang antara lain bertujuan
menyelenggaranya perubahan administrasi perpajakan, menumbuhkan kepatuhan sukarela
wajib pajak, dan menciptakan system perpajakan yang aman dan berkeadilan (Mucglobal.com,
2022).

UU HPP merupakan wadah komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan
sektor UMKM. Dua kebijakan dalam UU HPP, yang mencerminkan keberpihakan pemerintah
pada sector UMKM adalah pembebasan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp500 juta, dan perlakuan PPN final bagi PKP UMKM (Herdona, 2021). Penulis telah
melakukan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya dengan melakukan tax knowledge tentang
UU HPP kepada UMKM, hasilnya UMKM memahami bahwa UU HPP memiliki tarif pajak
yang lebih rendah dan administrasi perpajakan yang lebih mudah (Riyanti & Putra, 2022),
sehingga memberikan persepsi positif dari wajib pajak akan UU HPP. Penelitian sebelumnya
membuktikan persepsi penerapan UU HPP berkorelasi terhadap tax compliance (Palalangan et
al., 2019; Supadmi & Suputra, 2016; Syaputra, 2019).

UU HPP juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menegakkan asas keadilan
perpajakan. UU HPP memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil dalam
sistem perpajakan. Pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak,
serta pajak terdistribusi secara adil. Wajib pajak akan dapat membangun hubungan positif dengan
pemerintah dan mematuhi peraturan apabila mereka yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan
dialokasikan dengan tepat dan mereka menerima layanan yang adil. (Radityo et al., 2019).
Persepsi keadilan pajak yang baik akan meninkatkan tax compliance (Aktas Giizel et al., 2019;
Faizal et al., 2017; Zainudin et al., 2022).

Namun demikian, meskipun pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan
kepatuhan pajak, pejabat pajak tertentu secara aktif melemahkan upaya tersebut. Februari 2023
masyarakat dihebohkan dengan kasus yang menyeret nama Rafael yang merupakan petinggi DJP,
Rafael diduga menerima gratifikasi dan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang (bbc.com,
2023). Kasus tersebut menimbulkan rasa ketidak percayaan kembali terhadap pemerintah dari
wajib pajak. Badai korupsi di sektor perpajakan yang terus terjadi rentan menurunkan
kepercayaan kepada pemerintah (Yulianus, 2023). Reformasi perpajakan yang di wujudkan
dalam UU HPP kembali dipertaruhkan keberhasilannya akibat maraknya kasus korupsi tersebut.
Melalui kepercayaan pemerintah maka wajib pajak akan patuh dengan kewajiban perpajakannya.
(Sari & Mangoting, 2014), sechigga dikhawatirkan apabila kepercayaan kepada pemerintah
menurun maka tax compliance juga menurun.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, masalah ini perlu segera
diselesaikan. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana UU HPP
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dipersepsikan akan diimplementasikan, bagaimana pajak yang adil dipersepsikan, dan seberapa

besar kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak.Wajib pajak UMKM Kota Salatiga

adalah salah satu wajib pajak dengan tingkat tax compliance rendah. Data yang diperoleh tahun

2021, UMKM yang terdaftar berjumlah 16.081 dan yang sudah melakukan kewajiban perpajakan

lapor SPT 6.327 UMKM. Dengan demikian, populasi wajib pajak UMKM di Kota Salatiga akan
menjadi subjek kajian ini.

Permasalahan yang akan dikaji adalah 1) Apakah persepsi penerapan UU HPP berdampak
positif terhadap kepercayaan pemerintah? 2) Apakah persepsi keadilan pajak berdampak positif
terhadap kepercayaan pemerintah? 3) Apakah kepercayaan pemerintah berdampak positif
terhadap tax compliance? 4) Apakah persepsi penerapan UU HPP berdampak positif terhadap
tax compliance? 5) Apakah persepsi keadilan berdampak positif terhadap tax compliance? 6)
Apakah Persepsi penerapan UU HPP berdampak positif terhadap fax compliance melalui
kepercayaan pemerintah? 7) Apakah persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap tax
compliance melalui kepercayaan pemerintah?. Hal yang menjadi urgensi dalam kajian ini adalah
agar dapat membantu otoritas pajak dalam mengatasi isu tetang kepercaaan kepada pemerintah
yang dapat berakibat pada tingkat fax compliance wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi berhubungan langsung dengan apakah wajib pajak mematuhi kewajiban
perpajakannya. Teori atribusi, yang sering dikaitkan dengan karakter atau perilaku individu,
dikembangkan sebagai konsekuensi pengamatan tentang bagaimana rangsangan dari lingkungan
diberikan; rangsangan ini menyebabkan diri atau individu merespons secara positif dengan
menirunya (Heider, 1958). Dalam kajian ini teori atribusi digunakan untuk menemukan apakah
wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya karena dorongan dari diri sendiri seperti
persepsi penerapan UU HPP dan persepsi keadilan pajak ataukah dari pihak luar atau
lingkungan sekitarnya yaitu kepercayaan kepada pemerintah.

Tax Compliance

Kepatuhan wajib pajak dikenal dengan istilah fax compliance. Menurut Pajak.go.id,
kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan terhadap sejumlah peraturan perpajakan, seperti
yang berkaitan dengan dokumentasi atau pembukuan transaksi bisnis, penyampaian laporan
kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal-hal terkait
lainnya. Rahayu (N. Rahayu, 2017) menegaskan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka
yang membayar pajaknya sesuai dengan aturan hukum. Ketepatan waktu dan kepatuhan
dibandingkan oleh Latief et al., (2020), yang menyatakan bahwa penyetoran pajak yang tepat
waktu membuat wajib pajak patuh. Karwur et al., (2020) menjelaskan bahwa wajib pajak
dianggap patuh jika mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat,
khususnya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.

Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan

Naradiasari & Wahyudi (2022) berpendapat Persepsi adalah proses pemahaman yang
terbentuk pada seseorang baik itu pemahaman yang disukai/positif atau pemahaman yang tidak
disukai/negatif sehingga menggerakkan seseorang tersebut melakukan tindakan berdasarkan
pemahamannya. Sedangkan UU HPP merupakan bentuk reformasi perpajakan yang
mengagungkan asas keadilan. Dukungan pemerintah kepada masyarakat kecil utamanya UMKM
terealisasi dalam UU HPP tersebut. Antara lain melalui pemberian insentif berupa tambahan
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PTKP, dalam UU-HPP pemerintah memberikan keringanan bagi UMKM, omzet di bawah 500

juta belum dikenakan pajak. PPh final bagi UMKM akan dihitung setelah omzet melebihi 500-

juta. Dengan tarif yang lebih kecil dan kemudahan-kemudahan dalam UU HPP diharapkan dapat

memberikan persepsi positif wajib pajak UMKM akan UU tersebut. Apabila wajib pajak

mempunyai pemahaman atau persepsi pajak yang yang positif maka kepatuhan pajak akan
meningkat (Yayuk et al., 2017).

Persepsi Keadilan

Penerapan pajak secara luas dan merata dipandang sebagai bentuk keadilan pajak, namun
tetap harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dalam membayar pajak
(Mardiasmo, 2016). Wenzel (2002) membagi keadilan pajak ke dalam tiga kategori utama, yaitu
keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Diperlukan praktik pemungutan
pajak yang adil dan distribusi penggunaannya yang adil (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Menurut
(Yulianti et al., 2019) konsep keadilan pajak di masyarakat mengharuskan pemerintah untuk
menyelenggarakan sistem perpajakan secara adil dan tidak memihak. Zainudin et al. (2022)
menyatakan bahwa konsep persepsi keadilan pajak adalah pendapat wajib pajak tentang cara
pemerintah menerapkan pajak, terlepas apakah pajak tersebut telah dilakukan secara adil atau
tidak. Penerapan perpajakan yang dimaksud meliputi pemungutan pajak dan penggunaannya.

Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diartikan sebagai keyakinan mereka
terhadap moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah yang ditunjukkan oleh kebijakan yang diambil.
(Zainudin et al., 2022). Menurut (Huda et al., 2015), hubungan antara pemerintah dan
warganya menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menjaga hubungan
positif antara pemerintah dan pembayar pajak sangat vital untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Ibrahim et al.,, (2020),
kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hal yang perlu dikendalikan oleh penguasa
karena membangunnya membutuhkan waktu dan tidak terjadi secara instan. Menurut Latief
et al., (2020), kepercayaan seseorang terhadap pemerintah merupakan indikator kuat
penerimaan mereka terhadap kekuasaan, terlepas dari apakah kebijakan, perilaku, dan
standar moral pemerintah memajukan kepentingan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak
dalam menyampaikan pajaknya akan terdorong oleh kepercayaan masyarakat terhadap
sistem. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem hukum akan memotivasi
mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, klaim (Arismayani et al., 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap kepercayaan pemerintah

UU HPP berfokus pada harmonisasi dan penyederhanaan aturan perpajakan yang sering
dianggap kompleks. Dengan demikian, persepsi positif terhadap penerapan UU ini
mencerminkan bahwa pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya
meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan perpajakan yang
dijalankan  efektif dan  menguntungkan mereka secara langsung, kepercayaan
terhadap pemerintah akan meningkat. Semakin baik persepsi wajib pajak tentang UU HPP maka
semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Riyanti & Riana (2024) menemukan
bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah.
Oleh karena itu, hipotesis awal adalah :
H1 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif pada kepercayaan pemerintah
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Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepercayaan pemerintah
Jika masyarakat memiliki persepsi bahwa sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintah
adil, mereka cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Hal ini
disebabkan karena keadilan dalam perpajakan mencerminkan integritas pemerintah dalam
mengelola keuangan negara dan kebijakan publik. Ketika hasil dari pajak dikelola dengan benar
dan digunakan secara bijaksana dan tepat sasaran untuk kepentingan umum, seperti
meningkatkan kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), hal ini semakin
memperkuat persepsi bahwa pemerintah bertindak secara adil dan untuk kepentingan
masyarakat. Ini, pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keadilan dalam
perpajakan juga sering kali berkaitan dengan transparansi. Ketika masyarakat merasa bahwa
proses pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,
kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat karena mereka melihat pemerintah sebagai
entitas yang akuntabel dan dapat dipercaya. Zainudin et al. (2022) menemukan bahwa
kepercayaan pemerintah berdampak terhadap keadilan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka
hipotesis kedua adalah :
H2 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan pemerintah

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap tax compliance

UU HPP menawarkan system pajak yang lebih berkeadilan. UU HPP menunjukkan
komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat umum, khususnya masyarakat kelas
bawah, khususnya UMKM. Wujud nyata keberpihakan UU HPP pada pelaku UMKM adalah
dengan di tetapkannya batas omzet belum kena pajak senilai 500 juta. Pengusaha UMKM
dengan peredaran bruto di bawah 500 juta belum berkewajiban membayar pajak. Hal tersebut
dapat membantu menurunkan beban pelaku UMKM. Dengan kemudahan dan keringanan yang di
berlakukan di UU HPP memberikan persepsi positif bagi pengusaha UMKM akan penerapan
UU HPP tersebut. Persepsi yang positif wajib pajak dapat menyebabkan adanya keinginan dari
pembayar pajak agar lebih taat membayar pajak (Moniarta, 2020). Beberapa penelitian
sebelumnya membuktikan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan undang-undang pajak
meningkatkan tax compliance (Supadmi & Suputra, 2016; Palalangan et al., 2019; Syaputra,
2019). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga adalah :
H3 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif pada tax compliance

Pengaruh persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap tax compliance

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak itu adil (baik dalam distribusi beban pajak,
proses pengumpulan, dan penggunaan pajak), mereka lebih cenderung untuk patuh tanpa paksaan.
Keadilan perpajakan mendorong rasa kewajiban moral untuk berkontribusi kepada negara
melalui pajak, dan mengurangi niat untuk menghindari atau mengurangi pajak (tax evasion atau
tax avoidance). Kepercayaan pembayar pajak kepada pemerintah dan otoritas pajak meningkat
ketika mereka yakin bahwa sistem perpajakan adil. Kepercayaan ini penting karena wajib pajak
yang percaya pada integritas dan keadilan otoritas pajak lebih mungkin untuk patuh secara
sukarela. Kepatuhan pajak akan naik jika wajib pajak yakin bahwa pajak tersebut adil. Hal ini
sesuai dengan kajian yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh
rasa keadilan pajak (Aktas Giizel et al., 2019; Faizal et al., 2017; Yulianti et al., 2019).  Oleh
karena itu, hipotesis keempat penelitian ini yaitu:
H4 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap tax compliance

Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax compliance
Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi kepada pemerintah lebih cenderung untuk
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patuh secara sukarela. Mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk
kepentingan umum dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Kepercayaan ini
mengurangi keinginan untuk menghindari atau mengelak dari pajak. Jika masyarakat percaya
bahwa penguasa bertindak secara efektif dan jujur dalam menjalankan kebijakan perpajakan,
mereka akan lebih patuh karena merasa bahwa kontribusi mereka melalui pajak berkontribusi
terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan pajak akan tinggi apabila
wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Hal ini sesuai
dengan penelitian (Giizel et al., 2019; Arismayani et al., 2017; Latief et al., 2020; Zainudin et al.,
2022). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kelima adalah :
H5 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax compliance

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap tax compliance dengan kepercayaan
kepada pemerintah sebagai variabel mediasi

UU HPP yang baru disahkan diyakini memberikan kesan yang baik bagi wajib pajak,
karena kemudahan bagi wajib pajak, namun ditengah reformasi perpajakan sedang mulai di
lakukan, mencuat banyak kasus yang melibatkan pejabat DJP. Akibat banyaknya kasus korupsi,
reformasi kembali terancam. Kejadian-kejadian ini berpotensi mengikis kepercayaan publik
terhadap pemerintah dan menumbuhkan opini negatif terhadap petugas pajak. Kepatuhan pajak
dapat terdampak oleh terkikisnya kepercayaan, khususnya bagi wajib pajak UMKM yang tingkat
kepatuhan pajaknya sudah buruk. Persepsi wajib pajak yang sudah baik akan adanya reformasi
perpajakan, namun tanpa adanya kepercayaan kepada pemerintah maka akan menurunkan
kepatuhan perpajakan wajib pajak. Maka melalui kepercayaan kepada pemerintah, persepsi UU
HPP dapat berpengaruh terhadap fax compliance. Sari & Mangoting, (2014) membuktikan
bahwa kepercayaan dapat memediasi tax compliance. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis
keenam adalah :
H6 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap tax compliance dengan

kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap fax compliance dengan kepercayaan kepada
pemerintah sebagai variabel mediasi

UU HPP yang telah di terbitkan diduga memberikan persepsi positif bagi wajib pajak,
karena menawarkan keadilan pajak bagi seluruh wajib pajak dari berbagai lapisan. Ketika
persepsi keadilan pajak positif dan wajib pajak mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada
pemerintah, mereka lebih mungkin untuk patuh secara sukarela. Kepercayaan ini memperkuat
keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik. Sebaliknya, jika
persepsi keadilan pajak negatif dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, wajib pajak
mungkin tidak merasa wajib untuk patuh, bahkan jika ada ancaman hukuman. Mereka mungkin
menganggap bahwa tidak ada manfaat nyata dari membayar pajak jika dana tersebut tidak
dikelola dengan baik. Keadilan sebagai variabel bebas dan kepercayaan sebagai variabel
intervening merupakan dua unsur yang berdampak dengan kepatuhan wajib pajak, menurut
kajian yang dilakukan di Malaysia oleh (Faizal et al., 2017) Berdasarkan hal tersebut maka
hipotesis ketujuh adalah :
H7 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap tax compliance dengan

kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak
pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN
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Populasi, sampel dan data penelitian
Populasi dan sampel untuk kajian ini adalah Wajib Pajak UMKM di kota Salatiga.
Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP
Pratama Salatiga adalah 16.081. Data Primer adalah data yang dimanfaatkan dalam kajian ini.
Perolehan data dengan menggunakan instrument kuesioner. Metode purposive sampling dipakai
guna penentuan responden dengan kriteria 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang tidak
termasuk Bentuk Usaha Tetap 2) Memperoleh penghasilan atas usaha yang omzetnya tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, penghasilan tidak termasuk dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas. 3) Memperoleh sosialisasi tentang UU HPP. Dikarenakan
dari populasi tersebut belum diketahui jumlah wajib pajak yang telah menerima sosialisasi pajak
maka sampel penelitian dihitung dengan rumus lemeshow dengan margin of error 10% maka
jumlah minimal sampel adalah 99,38 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden

Teknik Analisis Data
Uji validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas tiap butir pernyataan menggunakan analisis item, yaitu
mengkorelasikan skor butir pernyataan dengan skor keseluruan dari jumlah total butir pernyataan.
Item pernyataan yang memiliki nilai korelasi positif dengan skor total, serta korelasi yang tinggi,
menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Menurut Sugiyono
(2017) syarat minimal agar korelasi butir dengan skor total dikatakan valid adalah kalau r = 0,3.
Oleh karena itu, setiap item pernyataan dalam instrumen dianggap tidak valid jika korelasinya
dengan skor keseluruhan kurang dari 0,3.

Sedangkan reliabilitas adalah suatu angka yang mencerminkan
sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, atau dengan kata lain
reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya.

Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki konsistensi jawaban.
Penelitian dianggap memberikan hasil yang dipercaya jika menunjukkan hasil yang konsisten
pada pengukuran yang sama. Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh
sebuah angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang baik ditunjukan dengan
nilai reliabilitas yang dicari mendekati angka 1. Secara umum nilai reliabilitas dalam pengujian
dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai reliabilitasnya > 0,7.

Analisis PLS (Partial Least Square)

PLS merupakan suatu teknik statistik multivariat yang dapat digunakan untuk
menganalisis banyak variabel respon dan variabel eksplanatori sekaligus. Karena metode ini
bersifat lebih robust, maka metode ini merupakan pengganti yang baik dibandingkan regresi
komponen utama dan analisis regresi berganda, PLS merupakan metode prediksi yang dapat
mengelola variabel independen dalam jumlah besar, meskipun terdapat multikolinearitas di antara
variabel tersebut. (Ramzan dan Khan, 2010). Analisa pada PLS dilakukan dengan tiga tahap:

a. Analisis outer model. Analisa outer model digunakan untuk menunjukkan secara rinci
hubungan antar variabel laten dengan indikator — indikatornya. Untuk memastikan
indikator tersebut sesuai untuk pengukuran (valid dan reliabel), dilakukan analisis outer
model. Beberapa indikator menunjukkan hasil analisis outer model: Unidimensionalitas,
validitas diskriminan, dan validitas konvergen.

b. Analisa inner model. Analisa ini untuk memastikan model struktural yang dibuat dapat
diandalkan dan akurat, dilakukan analisis inner model dan analisis model struktural.
Berbagai metrik, seperti indeks goodness of fit (GoF), koefisien determinasi (R2), dan
relevansi prediktif (Q2), menunjukkan seberapa baik kinerja inner model.
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c. Pengujian hipotesa. Memeriksa nilai statistik-t dan probabilitas adalah cara pengujian

hipotesis dilakukan. Nilai p untuk nilai probabilitas kurang dari 0,05 ketika alpha

ditetapkan pada 5%. 1,96 merupakan nilai t-tabel pada alpha 5%. Oleh karena itu, apabila
t-statistik > t-tabel maka hipotesis diterima.

Definisi Konsep dan Operasional
Definisi konsep dan operasional dalam kajian ini ditunjukkan oleh tabel 1.
Tabel 1. Indikator dan Skala Penelitian

No | Variabel Penelitian Definisi Konsep Indikator Skala
1. | Persepsi Penerapan UU- Persepsi merupakan 1) Tarif yang rendah, Skala Likert 1-5
HPP suatu pendapat/ 2) Teknik perhitungan
pandangan yang mudah
terbentuk dari tindakan | 3) Metode sederhana untuk
seseorang terhadap pelaporan dan
sesuatu baik itu pembayaran(P. Rahayu &
pandangan positif Suaidah, 2022)
maupun negatif
2. | Persepsi Keadilan Pajak Pendapat wajib pajak 1) Pengenaan pajak sesuai Skala Likert 1-5
terhadap system dengan penghasilan
perpajakan pemerintah, wajib pajak
termasuk apakah sistem | 2) Pengenaan pajak sesuai
tersebut telah kemampuan wajib pajak
diterapkan secara adil 3) Tidak adanya perbedaan
atau belum perlakuan yang didapat
wajib pajak
(Rikaz, 2024)
3. | Tax Compliance Sebagai sebuah konsep | 1)Pajak penghasilan Skala Likert 1-5
tindakan wajib pajak dilaporkan secara akurat
dalam mematuhi dan tepat waktu.
undang-undang 2) Kewajiban pajak dihitung
perpajakan secara akurat.
3) SPT dilaporkan ke kantor
pajak tepat waktu
4) Pajak dibayarkan.
(Riyanti & Riana, 2024)
4. | Kepercayaan kepada Peme | Kepercayaan masyarak | 1) Negara dapat dibiayai Skala Likert 1-5
rintah at terhadap pemerintah oleh pajak yang
diartikan sebagai dibayarkan.
keyakinan mereka 2) Sistem pemerintahan
terhadap moralitas, yang berlaku saat ini
perilaku, dan sikap dapat diandalkan dan
pemerintah yang efektif.
ditunjukkan oleh 3) Sistem peradilan yang
kebijakan yang diambil. ada sehat dan dapat
diandalkan.
4) Otoritas pajak dapat
dipercaya dan telah
menjalankan tugasnya
secara efektif.
5) Pemerintah telah
mendistribusikan pajak
yang dikumpulkan untuk
rakyat dengan tepat.
Andriani dalam
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| | | (Lesmanasari et al., 2022) | |

Model Penelitian
Model dalam kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Persepsi Penerapan
UU HPP (X1)

Kepercayaan
Pemerintah (Z)

Tax Compliance

(€4)

Persepsi Keadilan
Pajak (X2)

H,

Gambar 1. Model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Measurement Model

Evaluasi model pengukuran dapat dilakukan dengan uji convergent validity, discriminant
validity, dan reliability composite.Tes pertama adalah constructed validity, yang melihat dari
Nilai loading factor sebesar 0,70 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk
menjelaskan konstruk laten (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, 2016). Nilai
outer loading pada variabel persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan, tax comliance, dan
kepercayaan kepada pemerintah dapat dilihat pada tabel 2. Menurut (Ghozali & Latan, 2015)
indikator yang memiliki nilai /oading factor antara 0,6 — 0,7 dapat diterima. Dari tabel 1 jelas
terlihat bahwa semua item yang mengukur nilai di atas 0,7 dengan demikian mengkonfirmasi
validitas konstruk.

Tabel 2. Outer Loading atau Hasil Convergent Validity

Persepsi Kepercayaan
Penerapan Persepsi Kepada Tax
Variabel UU HPP Keadilan Pemerintah | Compliance
X1 X2 Z Y
X1.1 0,832
X1.2 0,911
X1.3 0,905
X2.1 0,843
X2.2 0,823
X2.3 0,732
Z.1 0,843
Z2 0,791
Z3 0,808
Z4 0,769
Z.5 0,826
Y.1 0,838
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Y.2
Y3
Y4
Y5
Y.6
Y.7
Y.8

0,840
0,789
0,806
0,814
0,866
0,877
0,862

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari hasil tabel 2 dapat dilihat bahwa semua indikator penelitian memiliki nilai outer
loading di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing — masing pertanyaan untuk
variabel persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan, tax compliance, kepercayaan kepada
pemerintah adalah valid. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar path diagram final

berikut ini :
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Gambar 2. Model Pengukuran
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2025
Selanjutnya adalah menguji discriminant validity yang ditunjukkan pada tabel 2 yang

menyajikan hasil perhitungan cross loading :

Tabel 3. Hasil Discriminant Validity

Persepsi Kepercayaan
Penerapan Persepsi Kepada Tax
Variabel UU HPP Keadilan Pemerintah | Compliance
X1 X2 Z Y
X1.1 0,832 0,465 0,408 0,512
X1.2 0,911 0,629 0,595 0,581
X1.3 0,905 0,577 0,582 0,643
X2.1 0,437 0,843 0,610 0,454
X2.2 0,512 0,823 0,589 0,587
X2.3 0,594 0,732 0,560 0,637
Z.1 0,593 0,583 0,843 0,611
Z2 0,462 0,549 0,791 0,442
Z3 0,379 0,658 0,808 0,444
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z4 0,527 0,551 0,769 0,532
Z.5 0,490 0,620 0,826 0,534
Y.1 0,591 0,529 0,471 0,838
Y.2 0,588 0,488 0,457 0,840
Y3 0,512 0,626 0,575 0,789
Y.4 0,480 0,562 0,565 0,806
Y5 0,601 0,602 0,524 0,814
Y.6 0,522 0,603 0,523 0,866
Y.7 0,566 0,633 0,598 0,877
Y.8 0,569 0,578 0,529 0,862

Sumber : Data primer diolah, 2025

Hasil pengujian discriminant validity pada tabel 3 menyajikan hasil perhitungan cross
loading, yang menunjukkan bahwa nilai cross loading dari setiap indikator pada variabel persepsi
penerapan UU HPP, persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, fax compliance berada
diatas ambang batas yaitu 0,700 sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara
diskriminan.

Selanjutnya adalah menguji nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha.
Penggunaan cronbach’s alpha cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel
dibandingkan composite reliability sehingga disarankan untuk menggunakan composite
reliability. Secara umum, koefisien alpha Cronbach minimal dengan hasil 0,7 dianggap sebagai
indikasi reliabilitas yang baik. Sedangkan variabel dikatakan reliabel jika nilai composite
reliability diatas 0,70. (Ghozali & Latan, 2015) Berikut hasil Pengujian Composite Reliability dan
Cronbach Alpha yang ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Crombach's Composite
Variabel Alpha rtho A Reliability AVE
Persepsi Penerapan UU HPP 0,861 0,889 0,914 0,780
Persepsi Keadilan 0,718 0,722 0,843 0,642
Kepercayaan kepada
Pemerintah 0,867 0,870 0,904 0,653
Tax Compliance 0,939 0,941 0,949 0,700

Sumber : Data primer diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki composite
reliability dan chronbach’s alpha di atas 0,70. Dengan demikian, indikator-indikator yang
digunakan dalam penelitan ini dikatakan reliabel. Sedangkan untuk menguji reliabilitas juga
dapat menggunakan nilai average variance extracted (AVE) dengan nilai batas diatas 0,50. Pada
tabel 4 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan
bahwa keseluruhan indikator memenuhi persyaratan reliabilitas.

Structure Model atau Inner Model

Setelah melakukan uji outer model, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji inner
model. Pengujian inner model atau model structural dilakukan untuk melihat hubungan antara
konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Berikut hasil gambar model
structural :
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Gambar 3. Model Stuktural
Sumber : Data primer diolah, 2025
Selain itu, untuk melihat hubungan antara konstruk dapat dilihat dari melihat nilai R
square. Nilai R-square digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel independent
dengan dependen. Nilai estimasi R square dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Hasil R Square
Adjusted R
Variabel Dependent R Square Square
Kepercayaan kepada
Pemerintah 0,571 0,562
Tax Compliance 0,408 0,402

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 5 diatas, diperoleh nilai koefisien
determinasi (R Square) adalah 0,571 yang artinya sebesar 57,1% variasi dari variabel bebas
kepercayaan kepada pemerintah dapat menerangkan variabel terikat tax compliance, sedangkan
sisanya sebesar 42,9% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model
penelitian ini. Selain itu, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,408 yang
artinya sebesar 40,8% variasi dari variabel bebas persepsi penerapan UU HPP, persepsi keadilan
dan kepercayaan kepada pemerintah dapat menerangkan variabel terikat fax compliance,
sedangkan sisanya sebesar 59,2% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam
model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis
Berdasarkan tabel 6 merupakan hasil dari pengaruh langsung dan tidak langsung antar
variabel yang dapat diketahui bahwa:
Tabel 6. Hasil Bootstrapping dan Specific Indirects Effects

Silfslﬁel I{Sa;t;;ztla DS\t?ési t Statistik P Value

Pengaruh Langsung

Persepsi Penerapan UU HPP — Kepercayaan 0,240 0,244 0,079 3,047 0,002
kepada Pemerintah

g::rslzﬁsnitieadilan — Kepercayaan kepada 0.579 0.578 0.074 7,869 0.000
Persepsi Penerapan UU HPP — Tax Compliance 0,154 0,158 0,056 2,727 0,007
Persepsi Keadilan — Tax Compliance 0,370 0,374 0,070 5,251 0,000
Kepercayaan kepada Pemerintah — Tax Compliance 0,639 0,645 0,073 8,785 0,000
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Pengaruh Tidak Langsung

Persepsi Penerapan UU HPP — Kepercayaan 0,154 0,158 0,056 2,727 0,007
kepada Pemerintah — Tax Compliance
Persepsi Keadilan — Kepercayaan kepada 0370 0374 0.070 5251 0.000

Pemerintah — Tax Compliance
Sumber : Data primer diolah, 2025
Hasil dari tabel 6 diatas bahwa jika nilai p value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa:

1. Variabel persepsi penerapan UU HPP memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,240
dengan nilai P Value sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan
UU HPP signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 1 yang
menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepercayaan
kepada pemerintah DITERIMA.

2. Variabel persepsi keadilan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,579 dengan nilai
P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan signifikan pada
taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan
berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah DITERIMA.

3. Variabel persepsi penerapan UU HPP memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,154
dengan nilai P Value sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan
UU HPP signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 3 yang
menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap tax compliance
DITERIMA.

4. Variabel persepsi keadilan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,370 dengan P Value
sebesar 0,000. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel persepsi keadilan signifikan pada
taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan
berpengaruh positif terhadap fax compliance DITERIMA.

5. Variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,639
dengan P Value sebesar 0,000. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel kepercayaan
kepada pemerintah signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 5 yang
menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap fax
compliance DITERIMA.

6. Peran variabel mediasi kepercayaan kepada pemerintah pada pengaruh persepsi penerapan
UU HPP terhadap tax compliance memiliki koefisien regresi positif 0,154 dengan P Value
sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah
memediasi pengaruh antara persepsi penerapan UU HPP dan tax compliance pada taraf
signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 6 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan
UU HPP berpengaruh positif terhadap tax compliance dengan kepercayaan pemerintah
sebagai variabel mediasi DITERIMA.

7. Peran variabel mediasi kepercayaan kepada pemerintah pada pengaruh persepsi_keadilan
pajak terhadap tax compliance memiliki koefisien regresi positif 0,370 dengan P Value
sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah
memediasi pengaruh antara persepsi keadilan dan tax compliance pada taraf signifikansi 5%.
Dengan demikian hipotesis 7 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak
berpengaruh positif terhadap tax compliance dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel
mediasi DITERIMA.

Pembahasan
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Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap kepercayaan pemerintah

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya persepsi penerapan UU HPP bepengaruh
positif dengan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik
persepsi pelaku usaha akan penerapan UU HPP maka semakin baik pula tingkat kepercayaan
kepada pemerintah. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dan mendukung kajian
sebelumnya (Riyanti & Riana, 2024) yang menemukan bahwa persepsi penerapan UU HPP
bepengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa pelaku UMKM merasa bahwa tarif pajak
yang berlaku sangat rendah dan cara perhitungan pajak juga dianggap lebih sederhana dan
memudahkan pelaku UMKM dalam penghitungan pajak pelaku UMKM, mekanisme pelunasan
dan pelaporan pajak juga dirasa lebih mudah bagi pelaku UMKM. Hal tersebut membuktikan
bahwa tujuan dari pembuatan UU HPP yang berfokus pada harmonisasi dan penyederhanaan
aturan perpajakan tepat sasaran, sehingga timbul persepsi positif wajib pajak akan UU HPP.
Dengan adanya UU HPP wajib pajak menilai bahwa pemerintah telah menjalankan kebijakan
perpajakan dengan efektif dan menguntungkan wajib pajak secara langsung. Hal tersebut
membangun kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah sehingga persepsi penerapan UU HPP
yang positif dapat berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah.

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepercayaan pemerintah

Uji hipotesis menunjukkan bahwasannya persepsi keadilan pajak berpengaruh positif
terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi
wajib pajak akan persepsi keadilan pajak maka semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada
pemerintah. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dan mendukung kajian sebelumnya
Zainudin et al. (2022) yang menemukan bahwa kepercayaan pemerintah berdampak terhadap
keadilan pajak.

Hasil kuesioner menggambarkan bahwa pelaku usaha telah dikenakan pajak yang sesuai
dengan penghasilannya dan sesuai dengan kemapuan bayar wajib pajak. Pelaku UMKM juga
merasa tidak adanya perbedaan perlakuan yang didapat. Hal ini mencerminkan pelaku usaha
percaya bahwa sistem perpajakan telah diterapkan pemerintah secara adil. Keadilan dalam
perpajakan menggambarkan integritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan
kebijakan publik. Ketika hasil dari pajak dikelola dengan benar dan digunakan secara bijaksana
dan tepat sasaran untuk kepentingan umum, maka semakin memperkuat persepsi bahwa
pemerintah bertindak secara adil, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Keadilan dalam perpajakan juga sering kali berkaitan dengan transparansi.
Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan secara
transparan dan sesuai aturan, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat karena mereka
melihat pemerintah sebagai entitas yang akuntabel dan dapat dipercaya.

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap tax compliance

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya persepsi penerapan UU HPP bepengaruh positif
dengan tax compliance. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi pelaku usaha akan
penerapan UU HPP maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian
sebelumnya (Supadmi & Suputra, 2016; Palalangan et al., 2019; Syaputra, 2019) yang
menemukan bahwa persepsi penerapan UU HPP bepengaruh positif terhadap tax compliance.
namun bertentangan dengan temuan Rahayu & Suaidah (2022) yang berpendapat sebaliknya.

Pada hasil kuesioner pelaku UMKM mengungkapkan bahwa tarif pajak pph final yang
berlaku bagi UMKM dalam UU HPP sangat rendah. Hal ini menunjukkan keberpihakan
pemerintah pada Masyarakat umum, khususnya Masyarakat kelas bawah. Pelaku UMKM
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merasakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM melalui UU HPP.

Dengan kemudahan dan keringanan yang di berlakukan di UU HPP memberikan persepsi positif

bagi pengusaha UMKM akan penerapan UU HPP tersebut. Persepsi yang positif wajib pajak

dapat menyebabkan adanya keinginan dari pembayar pajak agar lebih taat membayar pajak
sehingga persepsi penerapan UU HPP berpengaruh terhadap tax compliance.

Pengaruh persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap tax compliance

Uji hipotesis mencerminkan bahwa persepsi keadilan bepengaruh positif dengan fax
compliance. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi keadilan pajak dari pelaku
usaha maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian sebelumnya
yang membuktikan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap tax compliance (Aktas Giizel
et al., 2019; Faizal et al., 2017; Yulianti et al., 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan
dengan temuan Muniroh, (2023) yang menemukan hal sebaliknya.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa wajib pajak mempunyai persepsi bahwa
regulasi pajak yang berlaku saat ini telah memenuhi asas keadilan, sehingga memiliki persepsi
yang baik tentang keadilan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak itu adil (baik
dalam distribusi beban pajak, proses pengumpulan, dan penggunaan pajak). Keadilan perpajakan
mendorong rasa kewajiban moral untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak, dan
mengurangi niat untuk menghindari atau mengurangi pajak. Maka berdasarkan hal tersebut wajib
pajak yang merasa bahwa regulasi pajak yang ditetapkan sudah berkeadilan akan mendorong
wajib pajak lebih patuh terhadap pajak

Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax compliance

Uji hipotesis mencerminkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah bepengaruh positif
dengan tax compliance. Hal ini mencerminkan bahwa semakin kepercayaan kepada pemerintah
dari pelaku usaha maka semakin baik pula kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian
sebelumnya yang membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap tax
compliance (Giizel et al., 2019; Arismayani et al., 2017; Latief et al., 2020; Zainudin et al., 2022).
Namun hasil kajian ini tidak mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan (Wijayanti &
Sasongko, 2017) yang menemukan hal sebaliknya.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa wajib pajak percaya bahwa pajak yang
disetor dapat digunakan untuk pembiayaan negara, wajib pajak juga percaya bahwa sistem
pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya, wajib
pajak percaya bahwa aparatur pajak sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat
dipercaya, wajib pajak juga percaya bahwa pemerintah telah mengalokasikan pajak yang di dapat
untuk kepentingan rakyat dengan baik. Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi
kepada pemerintah, wajib pajak cenderung patuh pajak secara sukarela. Maka kepercayaan
pemerintah berpengaruh positif terhadap tax compliance.

Pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap tax compliance dengan kepercayaan
kepada pemerintah sebagai variabel mediasi

Uji hipotesis menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi
hubungan antara persepsi penerapan UU HPP dan tax compliance. Hal ini menandakan bahwa
melalui kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka persepsi wajib pajak yang sudah baik
akan UU HPP akan semakin meningkatkan kepatuhan pajaknya (Sari & Mangoting, 2014).
Namun hasil kajian ini tidak mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan (Yulianti et al., 2019)
yang menemukan hal sebaliknya.

Hasil kuesioner yang telah dipaparkan sebelumnya terungkap bahwa wajib pajak
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mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah meskipun tengah diterpa mencuat
banyak kasus yang melibatkan pejabat DJP. Hal tersebut diduga bahwa wajib pajak menganggap
bahwa kasus tersebut hanya dilakukan oleh segelintir oknum petugas pajak saja, dan masih
banyak petugas pajak lainnya yang mempunyai integritas tinggi, sehingga wajib pajak tetap
menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. Hasil kuesioner sebelumnya juga
terungkap bahwa wajib pajak mempunyai persepsi yang baik tentang UU HPP. Maka melalui
melalui kepercayaan kepada pemerintah tersebut persepsi UU HPP yang sudah baik akan
semakin mendorong wajib pajak untuk semakin patuh terhadap pajak.

Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap tax compliance dengan kepercayaan kepada
pemerintah sebagai variabel mediasi

Uji hipotesis menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi
hubungan antara keadilan pajak dan fax compliance. Hal ini menandakan bahwa melalui
kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka persepsi keadilan pajak yang sudah baik akan
semakin meningkatkan tax compliance (Faizal et al., 2017).

Hasil kuesioner yang telah dipaparkan sebelumnya terungkap bahwa wajib pajak
mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah meskipun tengah diterpa kasus-kasus
korupsi yang melibatkan pejabat DJP. Hasil kuesioner yang telah dipaparkan sebelumnya juga
terungkap bahwa wajib pajak mempunyai persepsi keadilan yang baik atas regulasi pajak yang
ada saat ini. UU HPP yang telah di terbitkan memberikan persepsi positif bagi wajib pajak,
karena menawarkan keadilan pajak bagi seluruh wajib pajak dari berbagai lapisan. Kepercayaan
ini memperkuat keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik. Maka
melalui kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, persepsi keadilan yang sudah terbentuk
akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak Ketika persepsi keadilan pajak positif dan
wajib pajak mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, mereka lebih mungkin
untuk patuh secara sukarela.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan : Persepsi
penerapan UU HPP berpengaruh positif pada kepercayaan pemerintah, persepsi keadilan
berpengaruh positif terhadap kepercayaan pemerintah, Persepsi-penerapan UU HPP berpengaruh
positif pada tax compliance, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap
tax_compliance, kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax compliance,
persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap tax compliance dengan kepercayaan
pemerintah sebagai variabel mediasi, persepsi_keadilan pajak berpengaruh positif terhadap tax
compliance dengan kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi.

Mengingat kepercayaan kepada pemerintah terbukti sebagai faktor mediasi yang penting
dalam meningkatkan kepatuhan pajak maka disarankan kepada pemerintah untuk terus
meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan
bebas dari korupsi, untuk penelitian lanjutan disarankan dapat menggunakan metode kualitatif
atau campuran (mixed methods) guna menggali lebih dalam persepsi wajib pajak terhadap UU
HPP dan aspek keadilan pajak.
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